
  

  

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 
NOMOR 18 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2018 
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA 
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 6 Peraturan 

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara 

pelaksanaan penyesuaian/inpassing pengawas pemerintahan 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi 

untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah 

PNS yang akan mengikuti penyesuaian/ inpassing, 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi telah dilakukan penyesuain 

analisis jabatan dan analisis beban kerja pada inspektorat 

daerah Provinsi Gorontalo untuk mendukung pencapaian 

tujuan Instansi Pemerintah, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja Pada Inspektorat Daerah Provinsi 

Gorontalo. 

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060), 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494): 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Menetapkan 

10. 

11. 

12. 

  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037), 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Analisis Jabatan, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah 

Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah, 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, 

Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo. 

MEMUTUSKAN: 

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 
TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN 
KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO 

Pasal I 

Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Analisis abatan 

Dan Analisis Beban Kerja Pada Inspektorat Daerah Provinsi 

Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 36) 

diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



    

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Gorontalo. 

DITANDA TANGANI SECARA 

ELEKTRONIK OLEH : 

(Ng Balai 
| Sertifikasi 
3 Elektronik 

SA RUSLI HABIBIE 
"m4 Gubernur Gorontalo 

  

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 8 Maret 2019 

SEKRETARIS DAE ONINSI GORONTALO, 

N 

DARDA DARABA 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 18 

 



  

AN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 
MOR : 186 TAHUN 2019 
NGGAL : 6 Waret 2019 

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO 
NTANG : pERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA 

  

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA 

PADA INSPEKTORAT DAERAH 

  

FORMASI JABATAN 
  

NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 
PIMPINAN TINGGI 

PRATAMA ADMINISTRATOR | PENGAWAS   JABATAN 

PELAKSANA 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

KET 

  

2 3 4 5 6 2 
  

pektur 1 
  

kretaris Inspektorat 1 
  

Kepala Sub Bagian Keuangan 1 
  

Penata laporan Keuangan 
  

Pengadministrasi Keuangan 
  

Bendahara 
  

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 1 
  

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
  

Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
  

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 
  

Pengadministrasi Kepegawaian 
  

Pengadministrasi Persuratan 
  

Pengelola Surat 
  

Sekretaris 
  

Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris 
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I
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nspektur Pembantu Wilayah I 
  

nspektur Pembantu Wilayah II 
  

nspektur Pembantu Wilayah III 
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j
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I
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T
a
 

nspektur Pembantu Wilayah IV 
  

iditor Pelaksana                 

  

KARO 
HUKUM INSFEKTUR AsigreN Le WAGUB 

AA IP 83 1 
  

              

 



  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

                    

FORMASI JABATAN 

NAMA JABATAN Sa Per JABATAN JABATAN | JABATAN JABATAN 
PRATAMA ADMINISTRATOR | PENGAWAS | PELAKSANA | FUNGSIONAL 

2 3 4 5 6 7 

tor Pelaksana Lanjutan 3 

tor Penyelia 0 

tor Pertama 23 

tor Muda 20 

tor Madya 12 

r Utama 

Kepegawaian Pertama 

Kepegawaian Muda 

or Kepegawaian Madya 

- Pengawas Pemerintahan Pertama 20 

- Pengawas Pemerintahan Muda 18 

D - Pengawas Pemerintahan Madya 6 

JUMLAH 1 5 3 38 115 

TOTAL 162 

DITANDA TANGANI SECARA 

ELEKTRONIK OLEH : 

' | Balai 
f | Sertifikasi 

t ! Elektronik 

Af RUSLI HABIBIE 
rer Subernur Gorontalo 

 


